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SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1676/Pdt.G/2023/PA.Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 

Pengadilan  Agama  Cilacap  yang  mengadili  perkara-perkara  tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis,  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, tanggal  lahir,03  Agustus  1977,  agama  Islam,  Pekerjaan

Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Cilacap,

dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  AGUS

CHANDRA,SH.MH.,  Advokat  yang  berkantor  di  Jl.dr.

Wahidin no.47 Cilacap 53212 Jateng berdasarkan surat

kuasa  khusus  tanggal  18  April  2023,  sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat,  tanggal lahir,30 Juni 1979, agama, Islam, Pekerjaan Swasta,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Cilacap,  Tempat  Tinggal  Sekarang:

Kediaman Tergugat Tidak Jelas /Tidak diketahui alamat

nya yang pasti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18

April  2023  yang  telah  didaftar  dalam  register  perkara  nomor
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1676/Pdt.G/2023/PA.Clp,  tanggal  18  April  2023,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah

secara  sah  dihadapan  Pejabat  Kantor  Urusan  Agama  Binangun

sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  No.0249/028/V/2017

Tanggal 15-05-2017;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat

di rumah orang tua Penggugat desa Jepara Wetan dan hidup bersama dari

Mei 2017 sampai Maret 2020;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Bada dukhul dan dikarunia 2 anak

ikut Penggugat;

4. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis

namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak dapat dipertahankan lagi karena pada Maret 2020 Tergugat diam diam

tanpa  diketahui  Penggugat  dan  keluarga  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat  tanpa  ijin  restu  dan  tanpa  alasan  sah  benar  dan  semenjak

kepergiannya Tergugat sampai sekarang selama 03 Tiga tahun dengan tidak

ada  mengirim  berita  apapun  juga,  apakah  Tergugat  masih  hidup  atau

tidak,tempat tinggal dan bekerja dimana atau memberi/ meninggalkan pesan

kepada Penggugat (Surat Keterangan No.474.2/01/III/2023 tgl 05-03-2023);

5. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  untuk  mencari  Tergugat  dengan

bertanya  kepada  orang-tuanya,  keluarga,  kenalan,  sanak  famili  saudara-

saudaranya,  namun  tidak  diketahui  berita  kabarnya  dan  keberadaan

Tergugat hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah merasa sangat sabar menanti kabar dari Tergugat

yang telah meninggalkan selama 03 tiga tahun berturut-turut tanpa memberi

kabar apapun juga,tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah dengan

demikian  cukup  alasan  dan  bukti  Tergugat  sudah  menyatakan  atau

menunjukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, dan

selama kurun waktu 03 tahun tersebut Tergugat sama sekali tidak memberi

nafkah  wajib  lahir  batin  dan  membiarkan  (tidak  mempedulikan)  ataupun

membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
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7. Bahwa  karena  Penggugat  telah  menderita  lahir  batin  akibat  perbuatan

Tergugat  yang  menelantarkan  dan  mensia-siakan  Penggugat  sehingga

hidup  terlantar  /  terkatung  -katung  tanpa  status  yang  jelas  sehingga

Penggugat  ingin  mengakhiri  status  ketidakpastian  hukum  dirinya,maka

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian Penggugat  dan Kuasa Hukumnya berkeyakinan

telah  cukup  alasan  untuk  mengajukan  Gugatan  Perceraian  ini  sesuai

dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b,

Berdasarkan uraian tersebut  di  atas, maka Penggugat  mohon kiranya

Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara,

selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Menentukan  besarnya  biaya  perkara  ini  dan  pembebanannya  kepada

Penggugat;

Subsidair :

Apabila  Pengadilan  Agama  Cilacap  berpendapat  lain,mohon  putusan  yang

seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301044308770001 tanggal 18 Juli

2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/028/V/2017 tanggal 15

Mei  2017,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Binangun  Kabupaten  Cilacap

Provinsi  Jawa Tengah. Bukti  surat tersebut telah diberi  meterai  cukup

dan telah  dicocokkan dengan  aslinya  yang ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat Keterangan Pergi nomor 474.2/01/III/2023, tanggal 05 Maret 2023,

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. saksi, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan

sebagai berikut :  

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan Tergugat  karena  saksi

Ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orangtua

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis  namun  sejak  tahun  2020  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa  Sebelum  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  antara

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
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- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat  pernah berusaha mencari  keberadaan Tergugat

namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di

Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan

sebagai berikut :  

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan Tergugat  karena  saksi

tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orangtua

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di

rumah  orangtua  Penggugatsedangkan  Tergugat  sejak  tahun  2020

pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  pamit  dan  tidak  diketahui

alamatnya;

- Bahwa  Sebelum  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  antara

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa Penggugat  pernah berusaha mencari  keberadaan Tergugat

namun tidak berhasil;

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2017; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009); 

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara

relatif  juga  merupakan  kompetensi  Pengadilan  Agama  Cilacap  untuk

memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Pasal  130 HIR jo  Pasal  82 Undang Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal  143 Kompilasi  Hukum Islam, tetapi tidak

berhasil; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
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itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat)  tidak hadir sehingga tidak dapat

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 4 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 4 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saksi  1  dan  saksi  2,  terbukti  fakta

kejadian bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama

kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau

hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

2. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  harapan  hidup  rukun

kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b)  Kompilasi  Hukum Islam, yakni  salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya.  Oleh  karena  itu,  gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp475.000.00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. serta Abdul Wahib,

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam,

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 75.000,00
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Biaya Pemanggilan Rp 240.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Materai Rp 10.000,00
Biaya PBT Rp 80.000,00
Jumlah Rp 475.000,00
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